
1 

 

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 
(RLPPD) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

Salam sejahtera untuk kita semua. 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat Rahmat dan Ridho-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan 

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat melalui 

media elektronik Kabupaten Tegal. Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban kami secara 

konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.  

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ingin kami 

sampaikan sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 meliputi 

capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pemerintah pelayanan dasar, hasil 

EPPD dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, ringkasan realisasi 

penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi daerah. 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 telah berjalan dengan lancar 

meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, tetapi kendala dan 

hambatan tersebut dapat teratasi. Hal ini tidak lepas berkat kerja sama antara Eksekutif, 

Legislatif, Yudikatif, unsur TNI dan Polri, serta semangat musyawarah untuk mencapai mufakat 

dalam setiap penyusunan perencanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan serta dukungan masyarakat Kabupaten Tegal yang tak ternilai harganya. 

 

A. INDIKATOR KINERJA MAKRO 
 
 

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Tegal Tahun 2023 

No. Indikator Kinerja Makro  Capaian Kinerja 

2022 

Capaian Kinerja 

2023 

Perubahan 

(%) 

1. Indeks Pembangunan 

Manusia 

70,42 71,12 0,70  

2. Angka Kemiskinan  7,9 7,3 0,6  

3. Angka Pengangguran 9,64 8,6 -1,04  

4. Pertumbuhan Ekonomi 5,13 4,93 -0,2 

5. Pendapatan (PDRB) Per 

kapita 

24,95 (juta rupiah) 26,85 (juta rupiah) 7,65 

6. Ketimpangan Pendapatan 

(Gini Ratio) 

0,354 0,358 0,004 poin 

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 

 
 
 
 
 



2 

 

1. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) 

 
Pembangunan manusia Kabupaten Tegal mengalami kemajuan dari tahun 

2022 ke 2023. IPM Kabupaten Tegal meningkat dari 70,42 pada tahun 2022 menjadi 

71,12 pada tahun 2023. Selama kurun waktu satu tahun terjadi peningkatan sebesar 0,70 

poin.  

Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain 

untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Perubahan status 

pembangunan manusia bisa dijadikan acuan dalam membaca perkembangan 

pembangunan manusia. Kabupaten Tegal mencatat kemajuan IPM yang cukup besar 

yang berimbas pada peningkatan status pembangunan manusia di Kabupaten Tegal. 

Saat ini, pembangunan manusia Kabupaten Tegal telah berstatus “tinggi”.  

IPM merupakan indikator jangka panjang. Progresnya tentu tidak bisa dalam 

waktu cepat, membutuhkan usaha yang luar biasa dan dalam jangka panjang. Indikator 

IPM harus dilihat secara komprehensif. Komponen IPM metode baru disusun 

berdasarkan tiga dimensi. Tiga dimensi yang menjadi komponen IPM dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan sebagai sasaran target pembangunan 

daerah. Apabila ketiga aspek tersebut mengalami kenaikan maka bisa dibilang ada 

kemajuan, meskipun harus dilihat lebih jauh apakah sudah sesuai target atau belum dan 

seberapa signifikan kemajuan tersebut dibuat.  

Dimensi umur Panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan 

Hidup saat lahir (UHH). Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat 

mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, 

hingga kualitas kesehatan. UHH Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 73,87 dan 

meningkat menjadi 74,01 di tahun 2023. Artinya, jika tidak ada perubahan pola kematian 

menurut umur, maka rata-rata bayi yang lahir di tahun 2023 diperkirakan akan hidup 

hingga umur 74 sampai 75 tahun.  

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua indikator tersebut merefleksikan kemampuan 

masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. Angka harapan 

lama sekolah ini merupakan salah satu indikator masukan dalam bidang pendidikan. 

Sementara itu, rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses 

pendidikan.  

Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pemerataan 

pembangunan pendidikan dan kemudahan akses masyarakat pada layanan pendidikan. 

HLS Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 12,91 dan meningkat menjadi 12,92 di tahun 

2023. Pada tahun 2023 anak usia 7 tahun di Kabupaten Tegal yang masuk dunia 

pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,92 tahun atau setara perguruan 

tinggi tingkat pertama (Diploma I).  
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Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator keluaran pembangunan 

jangka Panjang. RLS Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 7,25 dan meningkat menjadi 

7,34 di tahun 2023. Pada tahun 2023 rata-rata penduduk Tegal yang berusia 25 tahun 

ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,34 tahun atau dengan kata lain telah 

mampu mengenyam pendidikan sampai kelas VII (putus sekolah di kelas VIII).  

Dimensi terakhir yaitu standar hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran per 

kapita yang disesuaikan dalam PPP (Purchasing Power Parity, Paritas Daya Beli). 

Pengeluaran atau daya beli yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk 

yang tinggi sehingga dapat memiliki pilihan-pilihan yang lebih luas untuk mendapatkan 

haknya. pada tahun 2023 rata-rata pengeluaran per kapita setahun disesuaikan 

penduduk Kabupaten Tegal mencapai 10,537 juta rupiah meningkat 517 ribu rupiah 

dibanding dengan tahun 2022 yaitu sebesar 10,020 juta rupiah. 

 

 

2. Angka Kemiskinan 
 

Pada tahun 2023 secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Tegal 

mengalami penurunan yaitu dari 7,90 pada tahun 2022 menjadi 7,30 pada tahun 2023. 

Dari sisi jumlah absolut, pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal 

berkurang sebanyak 8,59 ribu orang yaitu dari 113,62 ribu orang pada tahun 2022 

menjadi 105,03 ribu orang pada tahun 2023. 

 Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan 

makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per 

bulan di bawah Garis Kemiskinan. Seiring kenaikan harga komoditas makanan dan non 

makanan, garis kemiskinan Kabupaten Tegal selama dua dekade terakhir juga terus 

mengalami kenaikan. Garis Kemiskinan Kabupaten Tegal pada tahun 2023 tercatat 

sebesar Rp 470.728 per kapita per bulan, angka ini naik 8,30 persen lebih tinggi dari garis 

kemiskinan tahun 2022 yang mencapai Rp 434.638 per kapita per bulan.  

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah 

dan persentase penduduk miskin saja, tetapi perlu diperhatikan dimensi lain yaitu tingkat 

kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Jadi, selain harus mampu 

memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa 

mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Indeks 

Kedalaman Kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-

masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Sementara Indeks Keparahan 

Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara 

penduduk miskin.  

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan 

kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari 

kemiskinan. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, Indeks Kedalaman 

Kemiskinan (P1) pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin menjadi 
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0,88. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2023 relatif sama dengan 

tahun 2022 yaitu sebesar 0,17. 

 

3. Angka Pengangguran  
 

 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selain itu, TPT juga 

menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu daerah. TPT 

Kabupaten Tegal hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 8,60 persen. Hal ini berarti, di 

antara 100 orang angkatan kerja, ditemukan sekitar 8-9 orang pengangguran.  

Pada Agustus 2023, TPT turun sebesar 1,04 persen poin dibandingkan Agustus 

2022. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 9,82 persen, lebih tinggi dibanding TPT 

perempuan yang sebesar 6,63 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT laki-laki naik 

sebesar 1,25 persen poin dan TPT perempuan turun sebesar 4,61 persen poin. Pada 

Agustus 2023, TPT dari tamatan SMA Kejuruan menjadi yang tertinggi dibandingkan 

tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 15,18 persen. Sedangkan TPT yang 

paling rendah tercatat bagi mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 5,89 

persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT semua kategori pendidikan mulai dari SMP, 

SMA Umum, SMA Kejuruan, maupun Perguruan Tinggi mengalami peningkatan dengan 

peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 6,80 persen 

poin. Sedangkan untuk pendidikan SD ke bawah mengalami penurunan sebesar 3,97 

persen poin. 

 

4. Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Tegal tahun 2022 mencapai 5,14 persen, jauh lebih kuat dari pertumbuhan 

tahun sebelumnya. Ekonomi Kabupaten Tegal pada 2023 mengalami pertumbuhan 4,93 

persen atau mengalami penurunan sebesar 0,2 dari tahun 2022. 

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2023 berdasarkan besaran Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 44.440,29 miliar 

rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 28.023,03 miliar rupiah. 

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2023 tercatat mengalami 

pertumbuhan positif yaitu 4,93 persen (y-on-y), pertumbuhan ini melambat dibanding 

capaian tahun 2022 yang tumbuh 5,13 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi 

dicapai oleh kategori Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 12,62 

persen. Dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran 

Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga yaitu sebesar 7,26 persen. 
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Secara struktur, Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi 

struktur ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 36,30 

persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran 

Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 81,57 persen. 

 

5. Pendapatan (PDRB) Per kapita 

PDRB Kabupaten Tegal menurut Lapangan Usaha 

 

Ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif 

yaitu sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan capaian tahun 2022 

yang tumbuh sebesar 5,13 persen. Pada tahun 2023 semua kategori lapangan usaha 

mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang 

terkontraksi sebesar 2,04 persen sebagai dampak El Nino yang melanda selama tahun 

tersebut. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup besar meliputi 

Pengadaan Listrik dan Gas (12,62 persen), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

(12,06 persen), dan Informasi dan Komunikasi (10,02 persen). Bertolak belakang dengan 

pertumbuhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dua kategori lapangan usaha 

dominan Kabupaten Tegal mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun 

2022 seperti lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 5,10 persen dan 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh 

sebesar 5,05 persen. 

Struktur Ekonomi Kabupaten Tegal menurut lapangan usaha atas dasar harga 

berlaku pada Tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian 

Kabupaten Tegal masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 

36,30 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor sebesar 14,58 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,95. 

Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Tegal 

mencapai 62,83 persen. 

 

PDRB Kabupaten Tegal menurut Pengeluaran 

  

Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,93 persen dibanding 

Tahun 2022. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan 

tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang 

Melayani Rumah Tangga sebesar 7,26 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga sebesar 5,07 persen, Komponen Pengeluaran Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,86 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah sebesar 2,04 persen. Kuatnya pertumbuhan PKLNPRT ini sebagai dampak 

menjelang penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Calon Legislatif. 
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Struktur PDRB Kabupaten Tegal menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku 

pada Tahun 2023 masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 

sebesar 81,57 persen diikuti Komponen Pengeluaran PMTB sebesar 22,81 persen; 

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,73 persen, Komponen 

Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 1,54 

persen, dan Komponen Pengeluaran Perubahan Inventori sebesar 0,89 persen. 

Sementara itu, komponen Net Ekspor sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki 

peran sebesar 12,54 persen. 

 

PDRB Kabupaten Tegal menurut Pengeluaran 

 

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau 

wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh 

karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, 

sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam 

dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar 

harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk per 

tahun.  

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak 2019 

hingga 2021 mengalami penurunan. Penurunan angka PDRB per kapita ini, salah 

satunya disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang dimulai sejak akhir triwulan I 

tahun 2020 dan puncaknya pada tahun 2021. Pada 2019, PDRB per kapita tercatat 

sebesar 25,18 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 24,94 juta 

rupiah dan berlanjut di tahun 2021 menjadi 23,14 juta rupiah. Adanya program 

pengendalian ekonomi selama pandemi membuahkan hasil hingga pada tahun 2022 

PDRB per kapita meningkat menjadi 24,95 juta rupiah dan kembali meningkat di tahun 

2023 menjadi 26,85 juta rupiah. 

 

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 

 

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data 

pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Gini ratio adalah salah satu ukuran 

ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 

(satu). Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan 

yang semakin tinggi. Gini Ratio Kabupaten Tegal tahun 2023 semakin melebar 

dibandingkan tahun 2022, semakin menjauhi angka nol. Meski masih dalam level 

ketimpangan sedang, namun hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan orang kaya 

dan miskin di Kabupaten Tegal semakin tinggi. 
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B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR 

NO URUSAN 
NO. 

IKK 
IKK OUTCOME CAPAIAN SUMBER DATA 

1 Pendidikan 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 

5-6 tahun yang berpartisipasi dalam 
PAUD 

81,1185452 DINAS DIKBUD 

    2 Tingkat partisipasi warga negara usia 

7-12 tahun yang berpartisipasi dalam 
pendidikan dasar 

99,319948 DINAS DIKBUD 

    3 Tingkat partisipasi warga negara usia 
13-15 tahun yang berpartisipasi dalam 

pendidikan menengah pertama 
97,1796193 DINAS DIKBUD 

    4 Tingkat partisipasi warga negara usia 
7-18 tahun yang belum menyelesaikan 
pendidikan dasar dan menengah yang 

berpartisipasi dalam pendidikan 
kesetaraan 

98,3551244 DINAS DIKBUD 

2 Kesehatan 5 Rasio daya tampung RS terhadap 

Jumlah Penduduk 0,9023457 DINAS KESEHATAN 

    6 Persentase RS Rujukan Tingkat 

kabupaten/kota yang terakreditasi 100 DINAS KESEHATAN 

    7 Persentase ibu hamil mendapatkan 
pelayanan kesehatan ibu hamil 110,7730071 DINAS KESEHATAN 

    8 Persentase ibu bersalin mendapatkan 
pelayanan persalinan 94,7906863 DINAS KESEHATAN 

    9 Persentase bayi baru lahir 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
bayi baru lahir 

102,1316749 DINAS KESEHATAN 

    10 Cakupan pelayanan kesehatan balita 

sesuai standar 98,0659276 DINAS KESEHATAN 

    11 Persentase anak usia pendidikan 

dasar yang mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 

100 DINAS KESEHATAN 

    12 Persentase orang usia 15-59 tahun 
mendapatkan skrining kesehatan 

sesuai standar 
71,8141781 DINAS KESEHATAN 

    13 Persentase warga negara usia 60 
tahun ke atas mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar 

100,7493383 DINAS KESEHATAN 

    14 Persentase penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

81,3255093 DINAS KESEHATAN 

    15 Persentase penderita DM yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
sesuai standar 

104,6736192 DINAS KESEHATAN 

    16 Persentase ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 
jiwa sesuai standar 

86,2548692 DINAS KESEHATAN 

    17 Persentase orang terduga TBC 
mendapatkan pelayanan TBC sesuai 

standar 
122,8825902 DINAS KESEHATAN 

    18 Persentase orang dengan risiko 
terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan 
deteksi dini HIV sesuai standar 

100,1556081 DINAS KESEHATAN 

3 Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 

19 Rasio luas kawasan permukiman 
rawan banjir yang terlindungi oleh 

infrastruktur pengendalian banjir di WS 
Kewenangan Kab/Kota 

0 DINAS PUPR 

    20 Rasio luas kawasan permukiman 
sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, 

dan akresi yang terlindungi oleh 
infrastruktur pengaman pantai di WS 
Kewenangan Kab/Kota 

0 DINAS PUPR 

    21 Rasio luas daerah irigasi kewenangan 
kabupaten/kota yang dilayani oleh 
jaringan irigasi 

23,747441 DINAS PUPR 

    22 Persentase jumlah rumah tangga yang 
mendapatkan akses terhadap air 

minum melalui SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan jaringan 
perpipaan terlindungi terhadap rumah 
tangga di seluruh kabupaten/kota 

61,7615354 DINAS PUPR 

    23 Persentase jumlah rumah tangga yang 
memperoleh layanan pengolahan air 

limbah domestik 
99,9625907 DINAS PUPR 

    24 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 100 DINAS PUPR 

    25 Tingkat Kemantapan Jalan 
kabupaten/kota 86,0363284 DINAS PUPR 
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NO URUSAN 
NO. 
IKK 

IKK OUTCOME CAPAIAN SUMBER DATA 

    26 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis 
yang memiliki sertifikat kompetensi  100 DINAS PUPR 

    27 Rasio proyek yang menjadi 

kewenangan pengawasannya tanpa 
kecelakaan konstruksi 

100 DINAS PUPR 

4 Perumahan 

Rakyat dan 
Kawasan 
Pemukiman 

28 Hunian untuk Penyediaan dan 

rehabilitasi rumah layak huni bagi 
korban bencana kabupaten/kota 100 DINAS PERKIM 

    29 Fasilitasi hunian penyediaan rumah 
layak huni bagi masyarakat terdampak 

relokasi program pemerintah 
kabupaten/kota 

0 DINAS PERKIM 

    30 Persentase kawasan permukiman 
kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota 

yang ditangani 
48,5729023 DINAS PERKIM 

    31 Berkurangnya jumlah unit RTLH 

(Rumah Tidak Layak Huni 
8,159659 DINAS PERKIM 

    32 Jumlah perumahan yang sudah 
dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana 

dan Utilitas Umum) 
2,1911517 DINAS PERKIM 

5 Ketenteraman, 

Ketertiban 
Umum dan 
Perlindungan 

Masyarakat 

33 Persentase Gangguan Trantibum yang 

dapat diselesaikan 
100 SATPOL PP 

    34 Persentase Perda dan Perkada yang 

ditegakkan 52,3809524 SATPOL PP 

    35 Jumlah warga negara yang 

memperoleh layanan informasi rawan 
bencana 

77,6998165 SATPOL PP 

    36 Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana 
77,6998165 BPBD 

    37 Jumlah warga negara yang 
memperoleh layanan penyelamatan 
dan evakuasi korban bencana 

100 BPBD 

    38 Persentase pelayanan penyelamatan 
dan evakuasi korban kebakaran 65,6346749 SATPOL PP 

    39 Waktu tanggap (response time) 

penanganan kebakaran 7,046 SATPOL PP 

6 Sosial 40 Persentase (%) penyandang disabilitas 
terlantar, anak terlantar, lanjut usia 
terlantar dan gelandangan pengemis 

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di 
luar panti (Indikator SPM) 

20,7788919 DINAS SOSIAL 

    41 Persentase korban bencana alam dan 

sosial yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya pada saat dan setelah 
tanggap darurat bencana daerah 

kabupaten/kota 

100 DINAS SOSIAL 

7 Tenaga Kerja 42 Persentase kegiatan yang 
dilaksanakan yang mengacu ke 
rencana tenaga kerja 

100 
DINAS 

PERINTRANSNAKER 

    43 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat 

Kompetensi 0,4068894 
DINAS 

PERINTRANSNAKER 

    44 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 
64,7856433 

DINAS 
PERINTRANSNAKER 

    45 Persentase Perusahaan yang 
menerapkan tata kelola kerja yang 

layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur 
Skala Upah, dan terdaftar peserta 
BPJS Ketenagakerjaan). 

8,1313526 
DINAS 

PERINTRANSNAKER 

    46 Persentase Tenaga kerja yang 
ditempatkan (dalam dan luar negeri) 
melalui mekanisme layanan Antar 

Kerja dalam wilayah kabupaten/kota 

71,84178 
DINAS 

PERINTRANSNAKER 

8 Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Perlindungan 
Anak 

47 Persentase ARG pada belanja 
langsung APBD 

28,6286355 DINAS P3AP2KB 

    48 Persentase anak korban kekerasan 

yang ditangani instansi terkait 
kabupaten 

100 DINAS P3AP2KB 

    49 Rasio kekerasan terhadap perempuan, 

termasuk TPPO (per 100.000 
penduduk perempuan) 

2,2532913 DINAS P3AP2KB 
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NO URUSAN 
NO. 
IKK 

IKK OUTCOME CAPAIAN SUMBER DATA 

9 Pangan 50 Persentase ketersediaan pangan 
(Tersedianya cadangan beras/ jagung 

sesuai kebutuhan) 
17741,02564 DINAS KPTAN 

10 Pertanahan 51 Persentase pemanfaatan tanah yang 
sesuai dengan peruntukkan tanahnya 
di atas izin lokasi dibandingkan dengan 

luas izin lokasi yang diterbitkan 

65,1470778 DINAS PERKIM 

    52 Persentase penetapan tanah untuk 
pembangunan fasilitas umum 0 DINAS PERKIM 

    53 Tersedianya lokasi pembangunan 
dalam rangka penanaman modal 100 DINAS PERKIM 

    54 Tersedianya Tanah Obyek Landreform 
(TOL) yang siap diredistribusikan yang 
berasal dari Tanah Kelebihan 

Maksimum dan Tanah Absentee 

0 DINAS PERKIM 

    55 Tersedianya tanah untuk masyarakat 0 DINAS PERKIM 

    56 Penanganan sengketa tanah garapan 
yang dilakukan melalui mediasi 0 DINAS PERKIM 

11 Lingkungan 
Hidup 

57 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
(IKLH) Kab/Kota 66,8 DINAS LH 

    58 Terlaksananya pengelolaan sampah di 
wilayah Kab/Kota 

51,6477365 DINAS LH 

    59 Ketaatan penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan terhadap izin 
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH 

yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah Kab/Kota 

70 DINAS LH 

12 Administrasi 

Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

60 Perekaman KTP elektronik 

99,3975647 DINAS DUKCAPIL 

    61 Persentase anak usia 01-7 tahun 
kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 50,3017338 DINAS DUKCAPIL 

    62 Kepemilikan akta kelahiran 99,0350786 DINAS DUKCAPIL 

    63 Jumlah PD yang telah memanfaatkan 
data kependudukan berdasarkan 
perjanjian kerja sama 

66,6666667 DINAS DUKCAPIL 

13 Pemberdayaan 

masyarakat dan 
desa 

64 Persentase pengentasan desa 

tertinggal 54,5454545 DINAS PERMASDES 

    65 Persentase peningkatan status desa 
mandiri 88 DINAS PERMASDES 

    66 TFR (Angka Kelahiran Total) 2,21 DINAS PERMASDES 

14 Pengendalian 
penduduk dan 

keluarga 
berencana 

67 Persentase pemakaian kontrasepsi 
Modern (Modern Contraceptive 

Prevalence Rate/mCPR) 
70,1077313 DINAS P3AP2KB 

    68 Persentase kebutuhan ber-KB yang 

tidak terpenuhi (unmet need) 
10,8231235 DINAS P3AP2KB 

15 Perhubungan 69 Rasio konektivitas kabupaten/kota 
0,79 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

    70 Kinerja lalu lintas kabupaten/kota 
0,45 

DINAS 

PERHUBUNGAN 

16 Komunikasi dan 
Informatika 

71 Persentase Perangkat Daerah (PD) 
yang terhubung dengan akses internet 

yang disediakan oleh Dinas Kominfo 

64,5833333 
 

DINAS KOMINFO 

 

    72 Persentase Layanan Publik yang 

diselenggarakan secara online dan 
terintegrasi 

30,952381 

 

 
DINAS KOMINFO 

 

    73 Persentase masyarakat yang menjadi 
sasaran penyebaran informasi publik, 
mengetahui kebijakan dan program 

prioritas pemerintah dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota 

74,8569441 

 

 
DINAS KOMINFO 

 
 

17 Koperasi, usaha 

kecil dan 
menengah 

74 Meningkatnya Koperasi yang 

berkualitas 
 

26,8041237 
DINAS KOP,UKM, 
PERDAGANGAN 

    75 Meningkatnya Usaha Mikro yang 

menjadi wirausaha 100 
DINAS KOP,UKM, 
PERDAGANGAN 

18 Penanaman 

Modal 

76 Persentase peningkatan investasi di 

kabupaten/kota  8,7219515 DINAS PMPTSP 

19 Kepemudaan 

dan Olahraga 

77 Tingkat partisipasi pemuda dalam 

kegiatan ekonomi mandiri 0,1671965 DINAS PORAPAR 

    78 Tingkat partisipasi pemuda dalam 

organisasi kepemudaan dan organisasi 1,0640713 DINAS PORAPAR 
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NO URUSAN 
NO. 
IKK 

IKK OUTCOME CAPAIAN SUMBER DATA 

sosial kemasyarakatan 
 

    79 Peningkatan prestasi olahraga  19 DINAS PORAPAR 

20 Statistik 80 Persentase Perangkat Daerah (PD) 
yang menggunakan data statistik 

dalam menyusun perencanaan 
pembangunan daerah 
 

50 

 

DINAS KOMINFO 
 

    81 Persentase PD yang menggunakan 
data statistik dalam melakukan 

evaluasi pembangunan daerah 

50 
 

DINAS KOMINFO 

 

21 Persandian 82 Tingkat keamanan informasi 
pemerintah 

68,2170543 
DINAS KOMINFO 

 

22 Kebudayaan 83 Terlestarikannya Cagar Budaya 
236,3636364 

DINAS DIKBUD 
 

23 Perpustakaan 84 Nilai tingkat kegemaran membaca 
masyarakat 70,22 DINAS PERPUSIP 

    85 Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat 30,88 DINAS PERPUSIP 

24 Kearsipan 86 Tingkat ketersediaan arsip sebagai 
bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti 

yang sah dan pertanggungjawaban 
nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) 

0 DINAS PERPUSIP 

    87 Tingkat keberadaan dan keutuhan 

arsip sebagai bahan 
pertanggungjawaban setiap aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara 

untuk kepentingan negara, 
pemerintahan, pelayanan publik dan 
kesejahteraan rakyat 

0 DINAS PERPUSIP 

25 Kelautan dan 
Perikanan 

88 Jumlah Total Produksi Perikanan 
(Tangkap dan Budidaya) 

kabupaten/kota (sumber data: one 
data KKP)  

109,14727 DINAS PERIKANAN 

26 Pariwisata 89 Persentase pertumbuhan jumlah 
wisatawan mancanegara per 
kebangsaan 

100 DINAS PORAPAR 

    90 Persentase peningkatan perjalanan 

wisatawan nusantara yang datang ke 
Kabupaten/Kota 

-10,5333238 DINAS PORAPAR 

    91 Tingkat hunian akomodasi 16,7363615 DINAS PORAPAR 

    92 Kontribusi sektor pariwisata terhadap 
PDRB harga berlaku 2,0450055 DINAS PORAPAR 

    93 Kontribusi sektor pariwisata terhadap 

PAD 13,7663792 DINAS PORAPAR 

27 Pertanian 94 Produktivitas pertanian per hektar per 

tahun Produktivitas pertanian per 
tahun 

632,8024507 DINAS KPTAN 

    95 Persentase Penurunan kejadian dan 

jumlah kasus penyakit hewan menular 
Persentase kasus zoonosis kab/ kota 

2121,568628 DINAS KPTAN 

28 Kehutanan 96   0 DINAS LH 

29 Energi dan 

Sumber Daya 
Mineral 

97 Persentase perusahaan pemanfaatan 

panas bumi yang memiliki ijin di 
kab/kota 

0 
DINAS 

PERINTRANSNAKER 

30 Perdagangan 98 Persentase pelaku usaha yang 

memperoleh izin sesuai dengan 
ketentuan (IUPP/SIUP Pusat 
Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP 

Toko Swalayan) 

20,9472835 
DINAS KOP,UKM, 
PERDAGANGAN 

    99 Persentase kinerja realisasi pupuk 
71,4410474 

DINAS KOP,UKM, 
PERDAGANGAN 

    100 Persentase alat ukur, takar, timbang 
dan perlengkapannya (UTTP) bertanda 
tera sah yang berlaku 

84,38801 
DINAS KOP,UKM, 
PERDAGANGAN 

31 Perindustrian 101 Pertambahan jumlah industri kecil dan 
menengah di kab/kota 0,0860699 

DINAS 
PERINTRANSNAKER 

    102 Persentase pencapaian sasaran 

pembangunan industri termasuk 
turunan indikator pembangunan 
industri dalam RIPIN yang ditetapkan 

dalam RPIP 

40 
DINAS 

PERINTRANSNAKER 

    103 Persentase jumlah hasil pemantauan 

dan pengawasan dengan jumlah Izin 
Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri 
Menengah yang dikeluarkan oleh 

instansi terkait 

100 
DINAS 

PERINTRANSNAKER 

    104 Persentase jumlah hasil pemantauan 
dan pengawasan dengan jumlah Izin 

Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan 

0 
DINAS 

PERINTRANSNAKER 
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NO URUSAN 
NO. 
IKK 

IKK OUTCOME CAPAIAN SUMBER DATA 

Industri Menengah yang dikeluarkan 
oleh instansi terkait 

    105 Persentase jumlah hasil pemantauan 
dan pengawasan dengan jumlah Izin 
Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan 

Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 
yang lokasinya di Daerah 
kabupaten/kota 

0 
DINAS 

PERINTRANSNAKER 

    106 Tersedianya informasi industri secara 
lengkap dan terkini 42 

DINAS 

PERINTRANSNAKER 

32 Transmigrasi 107   
0 

DINAS 
PERINTRANSNAKER 

 

           Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 

NO URUSAN 
NO. 
IKK 

IKK OUTCOME CAPAIAN SUMBER DATA 

1 
Perencanaan 
dan Keuangan 

1 
Rasio Belanja Pegawai di luar guru 
dan tenaga kesehatan 

56,4535029 

 
BPKAD 

 

    2 Rasio PAD 20,662324 BPKAD 

    3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) 3000 BPKAD 

    4 Peningkatan Kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

3 BPKAD 

    5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan 
Umum (dikurangi transfer 
expenditures) 

64,3763575 BPKAD 

    6 Opini Laporan Keuangan 
100 BPKAD 

2 Pengadaan 7 Persentase jumlah total proyek 

konstruksi yang dibawa ke tahun 
berikutnya yang ditandatangani pada 
kuartal pertama  

0 SETDA 

    8 Persentase jumlah pengadaan yang 

dilakukan dengan metode kompetitif 
 

100 SETDA 

    9 Rasio nilai belanja yang dilakukan 

melalui pengadaan 114,4832503 SETDA 

    10 Peningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri Dan Produk Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi 

Pada Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Daerah 

130571,6787 SETDA 

3 Kepegawaian 11 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan 
Menegah/Dasar (%) (PNS tidak 

termasuk guru dan tenaga kesehatan)  
56,4593301 

BKPSDM 
 

    12 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS 
tidak termasuk guru dan tenaga 

kesehatan) 
22,7272727 BKPSDM 

    13 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat 
Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk 
guru dan tenaga kesehatan)  

78,9473684 BKPSDM 

4 Manajemen 
Keuangan 

14 Budget execution: Deviasi realisasi 
belanja terhadap belanja total dalam 
APBD 

20,5193071 
BPKAD 

 

    15 Revenue mobilization: Deviasi realisasi 
PAD terhadap anggaran PAD dalam 

APBD 
3,0922447 BPKAD 

    16 Manajemen Aset  100 BPKAD 

    17 Rasio anggaran sisa terhadap total 
belanja dalam APBD tahun 

sebelumnya 
8,2304396 BPKAD 

5 Transparansi 
dan Partisipasi 

Publik  

18 Informasi tentang sumber daya yang 
tersedia untuk pelayanan (Information 

on resources available to frontline 
service delivery units) 

92,8890761 BPKAD 

    19 Akses publik terhadap informasi 

keuangan daerah (Public access to 
fiscal information);  

100 BPKAD 
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C. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 

TAHUN SEBELUMNYA  

 

Hasil Pelaksaan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Tegal Tahun 2022 oleh Tim Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Tim Nasional 

Kementerian Dalam Negeri untuk LPPD Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Kabupaten Tegal mendapat 

peringkat 160 dari 400 Kabupaten seluruh Indonesia dengan skor 2,9627 (kategori sedang).  

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Badan Pemeriksa Keuangan 

memberikan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022.  

 

D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH 

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal 
 Tahun Anggaran 2023 

 

URAIAN ANGGARAN REALISASI 2023 

PENDAPATAN DAERAH  2.760.984.023.000,00 2.812.587.958.569,47 

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 570.483.464.000,00 553.337.670.572,47 

Pajak Daerah  222.948.270.000,00 193.217.970.934,00 

Retribusi Daerah  34.539.102.000,00 31.469.473.639,00 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  17.103.933.000,00 16.927.282.193,00 

Lain-lain PAD yang Sah  295.892.159.000,00 311.722.943.806,47 

PENDAPATAN TRANSFER 2.183.923.713.000,00 2.249.792.292.997,00 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  1.932.437.068.000,00 2.017.836.678.026,00 

Pendapatan Transfer Antar Daerah  

 

251.486.645.000,00 231.955.614.971,00 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.576.846.000,00 9.457.995.000,00 

BELANJA DAERAH 3.029.811.293.000,00 2.845.914.997.665,00 

BELANJA OPERASI  2.117.903.612.771,00 1.987.002.116.716,00 

Belanja Pegawai 1.088.347.989.359,00 1.024.291.899.517,00 

Belanja Barang dan Jasa 923.731.038.412,00 858.043.524.199,00 

 Belanja Hibah 104.132.585.000,00 103.035.193.000,00 

Belanja Bantuan Sosial  1.692.000.000,00 1.631.500.000,00 

BELANJA MODAL 405.022.073.229,00 358.320.634.457,00 

Belanja Modal Tanah 346.000.000,00 306.453.280,00 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 116.671.792.525,00 108.177.823.370,00 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 143.066.163.015,00 112.049.441.261,00 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 129.644.149.200,00 126.934.229.338,00 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.153.715.989,00 10.716.642.408,00 

Belanja Modal Aset Lainnya 140.252.500,00 136.044.800,00 

BELANJA TIDAK TERDUGA 4.918.722.000,00 433.019.605,00 

BELANJA TRANSFER 501.966.885.000,00 500.159.226.887,00 

Belanja Bagi Hasil 18.850.000.000,00 18.187.210.287,00 

Belanja Bantuan Keuangan 483.116.885.000,00 481.972.016.600,00 



13 

 

SURPLUS / DEFISIT (268.827.270.000,00) (33.327.039.095,53) 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 307.404.116.000,00 307.458.460.889,52 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 281.204.116.000,00 281.204.116.830,52 

Pencairan Dana Cadangan 26.200.000.000,00 26.200.000.000,00 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 00,00 54.344.059,00 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 38.576.846.000,00 38.000.000.000,00 

Pembentukan Dana Cadangan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 

Penyertaan Modal Daerah 7.576.846.000,00 7.000.000.000,00 

Pemberian Pinjaman Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 

PEMBIAYAAN NETTO 268.827.270.000,00 269.458.460.889,52 

SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN  236.131.421.793,99 

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, unaudited. 
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 

Tahun Anggaran 2023 

periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 

KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 

4 

4.1 

4.1.01 

4.1.01.1-01.2-22.0-00.02 

4.1.02 

4.1.02.1-02.0-00.0-00.01 

4.1.02.1-02.0-00.0-00.02 

4.1.02.1-02.0-00.0-00.03 

4.1.03 

4.1.03.1-03.0-00.0-00.01 

4.1.04 

4.1.04.1-04.2-10.0-00.02 

4.1.05 

4.1.05.1-05.0-00.0-00.01 

4.2 

4.2.09 

4.2.09.2-09.3-27.0-00.02 

4.2.11 

4.2.11.2-11.1-03.0-00.01 

4.2.15 

4.2.15.2-15.0-00.0-00.01 

4.2.17 

4.2.17.2-17.3-30.0-00.03 

4.2.18 

4.2.18.2-18.0-00.0-00.01 

4.2.19 

4.2.19.2-19.3-26.0-00.02 

4.3 

4.3.25 

4.3.25.3-25.0-00.0-00.01 

4.3.31 

4.3.31.3-31.3-32.2-07.11 

4.5 

4.5.02 

PENDAPATAN DAERAH 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

PENDIDIKAN 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

KESEHATAN 

Dinas Kesehatan 

RSUD dr. Soeselo 

RSUD Suradadi 

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

Satuan Polisi Pamong Praja 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

PANGAN 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

LINGKUNGAN HIDUP 

Dinas Lingkungan Hidup 

PERHUBUNGAN 

Dinas Perhubungan 

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 

PENANAMAN MODAL 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Dinas Perikanan 

PERINDUSTRIAN 

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

KEUANGAN 

2.760.984.023.000,00 

286.691.214.000,00 

0,00 

0,00 

286.342.258.000,00 

78.642.258.000,00 

171.700.000.000,00 

36.000.000.000,00 

268.160.000,00 

268.160.000,00 

76.726.000,00 

76.726.000,00 

4.070.000,00 

4.070.000,00 

32.227.136.100,00 

64.174.000,00 

64.174.000,00 

2.365.000.000,00 

2.365.000.000,00 

3.984.481.600,00 

3.984.481.600,00 

8.818.480.500,00 

8.818.480.500,00 

3.245.000.000,00 

3.245.000.000,00 

13.750.000.000,00 

13.750.000.000,00 

1.453.034.000,00 

179.379.200,00 

179.379.200,00 

1.273.654.800,00 

1.273.654.800,00 

2.440.429.963.000,00 

2.440.429.963.000,00 

2.812.587.958.569,47 

297.723.622.946,47 

413.859.144,00 

413.859.144,00 

296.550.693.966,47 

73.123.267.853,60 

187.694.631.060,00 

35.732.795.052,87 

536.813.285,00 

536.813.285,00 

218.094.551,00 

218.094.551,00 

4.162.000,00 

4.162.000,00 

28.887.876.610,00 

89.862.798,00 

89.862.798,00 

2.449.210.000,00 

2.449.210.000,00 

2.069.824.862,00 

2.069.824.862,00 

8.620.621.200,00 

8.620.621.200,00 

1.901.621.707,00 

1.901.621.707,00 

13.756.736.043,00 

13.756.736.043,00 

1.640.378.453,00 

184.172.740,00 

184.172.740,00 

1.456.205.713,00 

1.456.205.713,00 

2.484.176.220.310,00 

2.484.176.220.310,00 

51.603.935.569,47 

11.032.408.946,47 

413.859.144,00 

413.859.144,00 

10.208.435.966,47 

(5.518.990.146,40) 

15.994.631.060,00 

(267.204.947,13) 

268.653.285,00 

268.653.285,00 

141.368.551,00 

141.368.551,00 

92.000,00 

92.000,00 

(3.339.259.490,00) 

25.688.798,00 

25.688.798,00 

84.210.000,00 

84.210.000,00 

(1.914.656.738,00) 

(1.914.656.738,00) 

(197.859.300,00) 

(197.859.300,00) 

(1.343.378.293,00) 

(1.343.378.293,00) 

6.736.043,00 

6.736.043,00 

187.344.453,00 

4.793.540,00 

4.793.540,00 

182.550.913,00 

182.550.913,00 

43.746.257.310,00 

43.746.257.310,00 

101,87 

103,85 

0 

0 

103,57 

92,98 

109,32 

99,26 

200,18 

200,18 

284,25 

284,25 

102,26 

102,26 

89,64 

140,03 

140,03 

103,56 

103,56 

51,95 

51,95 

97,76 

97,76 

58,60 

58,60 

100,05 

100,05 

112,89 

102,67 

102,67 

114,33 

114,33 

101,79 

101,79 
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KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 

4.5.02.5-02.0-00.0-00.02 

4.5.02.5-02.0-00.0-00.03 

4.7 

4.7.01 

4.7.01.7-01.0-00.0-00.09 

4.7.01.7-01.0-00.0-00.14 

5 

5.1 

5.1.01 

5.1.01.1-01.2-22.0-00.02 

5.1.01.1-01.2-22.0-00.02.1 

5.1.01.1-01.2-22.0-00.02.1.01 

5.1.01.1-01.2-22.0-00.02.1.02 

5.1.01.1-01.2-22.0-00.02.1.05 

5.1.01.1-01.2-22.0-00.02.2 

5.1.01.1-01.2-22.0-00.02.2.01 

5.1.01.1-01.2-22.0-00.02.2.02 

5.1.01.1-01.2-22.0-00.02.2.03 

5.1.01.1-01.2-22.0-00.02.2.05 

5.1.02 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.01 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.02 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.01 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.02 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.02 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.03 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.04 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.03 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.03.1 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.03.1.01 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Badan Pendapatan Daerah 

UNSUR KEWILAYAHAN 

KECAMATAN 

Kecamatan Kramat 

Kecamatan Slawi 

BELANJA DAERAH 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

PENDIDIKAN 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

KESEHATAN 

Dinas Kesehatan 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

RSUD dr. Soeselo 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

RSUD Suradadi 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

2.217.481.693.000,00 

222.948.270.000,00 

182.675.900,00 

182.675.900,00 

39.325.000,00 

143.350.900,00 

3.029.811.293.000,00 

1.897.298.255.993,00 

994.099.298.716,00 

994.099.298.716,00 

881.155.986.479,00 

639.106.290.341,00 

211.304.596.138,00 

30.745.100.000,00 

112.943.312.237,00 

235.000.000,00 

22.913.203.815,00 

74.712.112.433,00 

15.082.995.989,00 

663.076.200.223,00 

313.110.197.223,00 

268.153.891.327,00 

94.343.507.850,00 

173.460.383.477,00 

350.000.000,00 

44.956.305.896,00 

30.786.970.196,00 

13.159.403.500,00 

1.009.932.200,00 

295.888.391.000,00 

221.278.477.152,00 

50.322.654.000,00 

170.955.823.152,00 

74.609.913.848,00 

44.272.617.250,00 

22.142.903.598,00 

8.194.393.000,00 

54.077.612.000,00 

48.128.687.365,00 

8.016.175.500,00 

2.289.319.516.884,00 

194.856.703.426,00 

159.860.250,00 

159.860.250,00 

33.322.250,00 

126.538.000,00 

2.845.914.997.665,00 

1.764.407.133.548,00 

933.789.512.961,00 

933.789.512.961,00 

840.522.947.923,00 

604.213.403.880,00 

205.433.644.043,00 

30.875.900.000,00 

93.266.565.038,00 

197.966.000,00 

26.057.885.822,00 

56.363.795.808,00 

10.646.917.408,00 

601.715.117.223,00 

292.471.369.916,00 

254.648.062.863,00 

93.529.216.533,00 

160.769.346.330,00 

349.500.000,00 

37.823.307.053,00 

25.252.662.120,00 

11.563.644.933,00 

1.007.000.000,00 

260.091.811.755,00 

194.879.983.551,00 

45.713.453.005,00 

149.166.530.546,00 

65.211.828.204,00 

39.076.334.573,00 

18.568.077.931,00 

7.567.415.700,00 

49.151.935.552,00 

43.360.158.684,00 

7.791.461.548,00 

71.837.823.884,00 

(28.091.566.574,00) 

(22.815.650,00) 

(22.815.650,00) 

(6.002.750,00) 

(16.812.900,00) 

(183.896.295.335,00) 

(132.891.122.445,00) 

(60.309.785.755,00) 

(60.309.785.755,00) 

(40.633.038.556,00) 

(34.892.886.461,00) 

(5.870.952.095,00) 

130.800.000,00 

(19.676.747.199,00) 

(37.034.000,00) 

3.144.682.007,00 

(18.348.316.625,00) 

(4.436.078.581,00) 

(61.361.083.000,00) 

(20.638.827.307,00) 

(13.505.828.464,00) 

(814.291.317,00) 

(12.691.037.147,00) 

(500.000,00) 

(7.132.998.843,00) 

(5.534.308.076,00) 

(1.595.758.567,00) 

(2.932.200,00) 

(35.796.579.245,00) 

(26.398.493.601,00) 

(4.609.200.995,00) 

(21.789.292.606,00) 

(9.398.085.644,00) 

(5.196.282.677,00) 

(3.574.825.667,00) 

(626.977.300,00) 

(4.925.676.448,00) 

(4.768.528.681,00) 

(224.713.952,00) 

103,24 

87,40 

87,51 

87,51 

84,74 

88,27 

93,93 

93,00 

93,93 

93,93 

95,39 

94,54 

97,22 

100,43 

82,58 

84,24 

113,72 

75,44 

70,59 

90,75 

93,41 

94,96 

99,14 

92,68 

99,86 

84,13 

82,02 

87,87 

99,71 

87,90 

88,07 

90,84 

87,25 

87,40 

88,26 

83,86 

92,35 

90,89 

90,09 

97,20 
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KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.03.1.02 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.03.2 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.03.2.02 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.03.2.03 

5.1.02.1-02.0-00.0-00.03.2.04 

5.1.03 

5.1.03.1-03.0-00.0-00.01 

5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1 

5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01 

5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02 

5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.05 

5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2 

5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02 

5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03 

5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04 

5.1.04 

5.1.04.1-04.2-10.0-00.02 

5.1.04.1-04.2-10.0-00.02.1 

5.1.04.1-04.2-10.0-00.02.1.01 

5.1.04.1-04.2-10.0-00.02.1.02 

5.1.04.1-04.2-10.0-00.02.2 

5.1.04.1-04.2-10.0-00.02.2.01 

5.1.04.1-04.2-10.0-00.02.2.02 

5.1.05 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.01 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.04 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.1 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.1.01 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.1.02 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.2 

5.1.05.1-05.0-00.0-00.04.2.02 

5.1.06 

5.1.06.1-06.0-00.0-00.01 

5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1 

5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

Satuan Polisi Pamong Praja 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

SOSIAL 

Dinas Sosial 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

40.112.511.865,00 

5.948.924.635,00 

4.651.924.635,00 

817.000.000,00 

480.000.000,00 

184.411.108.600,00 

184.411.108.600,00 

55.414.204.100,00 

11.792.121.000,00 

42.822.083.100,00 

800.000.000,00 

128.996.904.500,00 

1.686.815.000,00 

20.014.000.000,00 

107.296.089.500,00 

24.295.789.000,00 

24.295.789.000,00 

24.123.665.000,00 

5.115.061.690,00 

19.008.603.310,00 

172.124.000,00 

111.000.000,00 

61.124.000,00 

16.117.256.954,00 

10.235.513.954,00 

9.811.208.474,00 

5.430.807.000,00 

4.380.401.474,00 

424.305.480,00 

424.305.480,00 

5.881.743.000,00 

5.317.579.100,00 

2.285.725.500,00 

3.031.853.600,00 

564.163.900,00 

564.163.900,00 

15.298.602.500,00 

15.298.602.500,00 

12.471.378.016,00 

2.250.284.000,00 

35.568.697.136,00 

5.791.776.868,00 

4.525.170.723,00 

1.266.606.145,00 

0,00 

176.194.849.252,00 

176.194.849.252,00 

52.747.794.310,00 

10.984.867.104,00 

40.975.519.206,00 

787.408.000,00 

123.447.054.942,00 

1.613.206.350,00 

15.723.364.183,00 

106.110.484.409,00 

23.740.921.470,00 

23.740.921.470,00 

23.572.185.190,00 

5.008.182.788,00 

18.564.002.402,00 

168.736.280,00 

108.487.280,00 

60.249.000,00 

15.035.743.793,00 

9.410.607.789,00 

9.066.260.189,00 

4.865.387.969,00 

4.200.872.220,00 

344.347.600,00 

344.347.600,00 

5.625.136.004,00 

5.074.671.004,00 

2.137.360.417,00 

2.937.310.587,00 

550.465.000,00 

550.465.000,00 

13.930.988.849,00 

13.930.988.849,00 

11.920.558.769,00 

2.116.543.895,00 

(4.543.814.729,00) 

(157.147.767,00) 

(126.753.912,00) 

449.606.145,00 

(480.000.000,00) 

(8.216.259.348,00) 

(8.216.259.348,00) 

(2.666.409.790,00) 

(807.253.896,00) 

(1.846.563.894,00) 

(12.592.000,00) 

(5.549.849.558,00) 

(73.608.650,00) 

(4.290.635.817,00) 

(1.185.605.091,00) 

(554.867.530,00) 

(554.867.530,00) 

(551.479.810,00) 

(106.878.902,00) 

(444.600.908,00) 

(3.387.720,00) 

(2.512.720,00) 

(875.000,00) 

(1.081.513.161,00) 

(824.906.165,00) 

(744.948.285,00) 

(565.419.031,00) 

(179.529.254,00) 

(79.957.880,00) 

(79.957.880,00) 

(256.606.996,00) 

(242.908.096,00) 

(148.365.083,00) 

(94.543.013,00) 

(13.698.900,00) 

(13.698.900,00) 

(1.367.613.651,00) 

(1.367.613.651,00) 

(550.819.247,00) 

(133.740.105,00) 

88,67 

97,36 

97,28 

155,03 

0 

95,54 

95,54 

95,19 

93,15 

95,69 

98,43 

95,70 

95,64 

78,56 

98,90 

97,72 

97,72 

97,71 

97,91 

97,66 

98,03 

97,74 

98,57 

93,29 

91,94 

92,41 

89,59 

95,90 

81,16 

81,16 

95,64 

95,43 

93,51 

96,88 

97,57 

97,57 

91,06 

91,06 

95,58 

94,06 
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KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 

5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02 

5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.05 

5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.06 

5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2 

5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02 

5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.03 

5.2 

5.2.08 

5.2.08.2-08.2-14.0-00.02 

5.2.08.2-08.2-14.0-00.02.1 

5.2.08.2-08.2-14.0-00.02.1.01 

5.2.08.2-08.2-14.0-00.02.1.02 

5.2.08.2-08.2-14.0-00.02.1.05 

5.2.08.2-08.2-14.0-00.02.2 

5.2.08.2-08.2-14.0-00.02.2.02 

5.2.08.2-08.2-14.0-00.02.2.03 

5.2.09 

5.2.09.2-09.3-27.0-00.02 

5.2.09.2-09.3-27.0-00.02.1 

5.2.09.2-09.3-27.0-00.02.1.01 

5.2.09.2-09.3-27.0-00.02.1.02 

5.2.09.2-09.3-27.0-00.02.2 

5.2.09.2-09.3-27.0-00.02.2.02 

5.2.09.2-09.3-27.0-00.02.2.03 

5.2.11 

5.2.11.2-11.1-03.0-00.01 

5.2.11.2-11.1-03.0-00.01.1 

5.2.11.2-11.1-03.0-00.01.1.01 

5.2.11.2-11.1-03.0-00.01.1.02 

5.2.11.2-11.1-03.0-00.01.1.05 

5.2.11.2-11.1-03.0-00.01.2 

5.2.11.2-11.1-03.0-00.01.2.02 

5.2.11.2-11.1-03.0-00.01.2.04 

5.2.12 

5.2.12.2-12.0-00.0-00.01 

5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1 

5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01 

5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02 

5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2 

5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

PANGAN 

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

LINGKUNGAN HIDUP 

Dinas Lingkungan Hidup 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

8.129.094.016,00 

400.000.000,00 

1.692.000.000,00 

2.827.224.484,00 

1.491.970.500,00 

1.335.253.984,00 

204.056.676.000,00 

21.447.855.000,00 

21.447.855.000,00 

19.511.823.750,00 

2.624.920.000,00 

16.836.903.750,00 

50.000.000,00 

1.936.031.250,00 

466.500.000,00 

1.469.531.250,00 

19.653.766.000,00 

19.653.766.000,00 

19.428.419.000,00 

9.983.841.000,00 

9.444.578.000,00 

225.347.000,00 

67.147.000,00 

158.200.000,00 

25.169.802.000,00 

25.169.802.000,00 

23.719.485.044,00 

4.797.206.000,00 

18.872.279.044,00 

50.000.000,00 

1.450.316.956,00 

1.037.331.956,00 

412.985.000,00 

8.597.353.000,00 

8.597.353.000,00 

8.175.148.000,00 

5.218.365.000,00 

2.956.783.000,00 

422.205.000,00 

377.205.000,00 

7.772.514.874,00 

400.000.000,00 

1.631.500.000,00 

2.010.430.080,00 

1.444.952.500,00 

565.477.580,00 

194.350.220.495,00 

19.204.851.694,00 

19.204.851.694,00 

17.558.838.794,00 

2.509.163.000,00 

14.999.675.794,00 

50.000.000,00 

1.646.012.900,00 

451.659.500,00 

1.194.353.400,00 

18.501.324.516,00 

18.501.324.516,00 

18.278.398.516,00 

9.431.389.064,00 

8.847.009.452,00 

222.926.000,00 

66.213.000,00 

156.713.000,00 

23.246.010.891,00 

23.246.010.891,00 

22.194.339.794,00 

4.566.405.611,00 

17.577.934.183,00 

50.000.000,00 

1.051.671.097,00 

783.002.000,00 

268.669.097,00 

8.116.803.584,00 

8.116.803.584,00 

7.711.410.784,00 

4.919.544.440,00 

2.791.866.344,00 

405.392.800,00 

361.348.000,00 

(356.579.142,00) 

0,00 

(60.500.000,00) 

(816.794.404,00) 

(47.018.000,00) 

(769.776.404,00) 

(9.706.455.505,00) 

(2.243.003.306,00) 

(2.243.003.306,00) 

(1.952.984.956,00) 

(115.757.000,00) 

(1.837.227.956,00) 

0,00 

(290.018.350,00) 

(14.840.500,00) 

(275.177.850,00) 

(1.152.441.484,00) 

(1.152.441.484,00) 

(1.150.020.484,00) 

(552.451.936,00) 

(597.568.548,00) 

(2.421.000,00) 

(934.000,00) 

(1.487.000,00) 

(1.923.791.109,00) 

(1.923.791.109,00) 

(1.525.145.250,00) 

(230.800.389,00) 

(1.294.344.861,00) 

0,00 

(398.645.859,00) 

(254.329.956,00) 

(144.315.903,00) 

(480.549.416,00) 

(480.549.416,00) 

(463.737.216,00) 

(298.820.560,00) 

(164.916.656,00) 

(16.812.200,00) 

(15.857.000,00) 

95,61 

100,00 

96,42 

71,11 

96,85 

42,35 

95,24 

89,54 

89,54 

89,99 

95,59 

89,09 

100,00 

85,02 

96,82 

81,27 

94,14 

94,14 

94,08 

94,47 

93,67 

98,93 

98,61 

99,06 

92,36 

92,36 

93,57 

95,19 

93,14 

100,00 

72,51 

75,48 

65,06 

94,41 

94,41 

94,33 

94,27 

94,42 

96,02 

95,80 
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KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 

5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.06 

5.2.13 

5.2.13.2-13.0-00.0-00.01 

5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1 

5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01 

5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02 

5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.05 

5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2 

5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02 

5.2.15 

5.2.15.2-15.0-00.0-00.01 

5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1 

5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01 

5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02 

5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2 

5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02 

5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.04 

5.2.16 

5.2.16.2-16.2-20.2-21.04 

5.2.16.2-16.2-20.2-21.04.1 

5.2.16.2-16.2-20.2-21.04.1.01 

5.2.16.2-16.2-20.2-21.04.1.02 

5.2.16.2-16.2-20.2-21.04.1.05 

5.2.16.2-16.2-20.2-21.04.2 

5.2.16.2-16.2-20.2-21.04.2.02 

5.2.17 

5.2.17.2-17.3-30.0-00.03 

5.2.17.2-17.3-30.0-00.03.1 

5.2.17.2-17.3-30.0-00.03.1.01 

5.2.17.2-17.3-30.0-00.03.1.02 

5.2.17.2-17.3-30.0-00.03.2 

5.2.17.2-17.3-30.0-00.03.2.02 

5.2.17.2-17.3-30.0-00.03.2.03 

5.2.18 

5.2.18.2-18.0-00.0-00.01 

5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1 

5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01 

5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02 

5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2 

5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02 

Belanja Modal Aset Lainnya 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

PERHUBUNGAN 

Dinas Perhubungan 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

KOMUNIKASI & INFORMATIKA 

Dinas Komunikasi Dan Informatika 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

PENANAMAN MODAL 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

45.000.000,00 

14.356.829.000,00 

14.356.829.000,00 

14.326.829.000,00 

2.371.373.000,00 

11.455.456.000,00 

500.000.000,00 

30.000.000,00 

30.000.000,00 

64.777.276.000,00 

64.777.276.000,00 

53.527.178.550,00 

3.743.083.000,00 

49.784.095.550,00 

11.250.097.450,00 

1.655.947.450,00 

9.594.150.000,00 

11.560.762.000,00 

11.560.762.000,00 

10.427.459.222,00 

2.335.992.080,00 

7.741.467.142,00 

350.000.000,00 

1.133.302.778,00 

1.133.302.778,00 

13.611.938.000,00 

13.611.938.000,00 

13.020.306.000,00 

7.161.630.000,00 

5.858.676.000,00 

591.632.000,00 

461.632.000,00 

130.000.000,00 

5.590.722.000,00 

5.590.722.000,00 

5.347.355.500,00 

2.069.646.500,00 

3.277.709.000,00 

243.366.500,00 

148.114.000,00 

44.044.800,00 

13.628.453.591,00 

13.628.453.591,00 

13.606.553.591,00 

2.282.976.772,00 

10.823.576.819,00 

500.000.000,00 

21.900.000,00 

21.900.000,00 

63.930.040.850,00 

63.930.040.850,00 

52.901.669.150,00 

3.471.407.562,00 

49.430.261.588,00 

11.028.371.700,00 

1.647.049.700,00 

9.381.322.000,00 

10.996.476.087,00 

10.996.476.087,00 

9.904.514.187,00 

2.159.345.307,00 

7.395.168.880,00 

350.000.000,00 

1.091.961.900,00 

1.091.961.900,00 

13.196.770.844,00 

13.196.770.844,00 

12.623.760.944,00 

6.970.975.377,00 

5.652.785.567,00 

573.009.900,00 

443.981.900,00 

129.028.000,00 

5.149.253.600,00 

5.149.253.600,00 

4.919.203.600,00 

1.963.884.166,00 

2.955.319.434,00 

230.050.000,00 

138.050.000,00 

(955.200,00) 

(728.375.409,00) 

(728.375.409,00) 

(720.275.409,00) 

(88.396.228,00) 

(631.879.181,00) 

0,00 

(8.100.000,00) 

(8.100.000,00) 

(847.235.150,00) 

(847.235.150,00) 

(625.509.400,00) 

(271.675.438,00) 

(353.833.962,00) 

(221.725.750,00) 

(8.897.750,00) 

(212.828.000,00) 

(564.285.913,00) 

(564.285.913,00) 

(522.945.035,00) 

(176.646.773,00) 

(346.298.262,00) 

0,00 

(41.340.878,00) 

(41.340.878,00) 

(415.167.156,00) 

(415.167.156,00) 

(396.545.056,00) 

(190.654.623,00) 

(205.890.433,00) 

(18.622.100,00) 

(17.650.100,00) 

(972.000,00) 

(441.468.400,00) 

(441.468.400,00) 

(428.151.900,00) 

(105.762.334,00) 

(322.389.566,00) 

(13.316.500,00) 

(10.064.000,00) 

97,88 

94,93 

94,93 

94,97 

96,27 

94,48 

100,00 

73,00 

73,00 

98,69 

98,69 

98,83 

92,74 

99,29 

98,03 

99,46 

97,78 

95,12 

95,12 

94,98 

92,44 

95,53 

100,00 

96,35 

96,35 

96,95 

96,95 

96,95 

97,34 

96,49 

96,85 

96,18 

99,25 

92,10 

92,10 

91,99 

94,89 

90,16 

94,53 

93,21 
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KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 

5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.06 

5.2.19 

5.2.19.2-19.3-26.0-00.02 

5.2.19.2-19.3-26.0-00.02.1 

5.2.19.2-19.3-26.0-00.02.1.01 

5.2.19.2-19.3-26.0-00.02.1.02 

5.2.19.2-19.3-26.0-00.02.1.05 

5.2.19.2-19.3-26.0-00.02.2 

5.2.19.2-19.3-26.0-00.02.2.02 

5.2.19.2-19.3-26.0-00.02.2.03 

5.2.19.2-19.3-26.0-00.02.2.04 

5.2.24 

5.2.24.2-24.2-23.0-00.02 

5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.1 

5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.1.01 

5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.1.02 

5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.2 

5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.2.02 

5.2.24.2-24.2-23.0-00.02.2.05 

5.3 

5.3.25 

5.3.25.3-25.0-00.0-00.01 

5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1 

5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01 

5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.02 

5.3.31 

5.3.31.3-31.3-32.2-07.11 

5.3.31.3-31.3-32.2-07.11.1 

5.3.31.3-31.3-32.2-07.11.1.01 

5.3.31.3-31.3-32.2-07.11.1.02 

5.3.31.3-31.3-32.2-07.11.2 

5.3.31.3-31.3-32.2-07.11.2.02 

5.4 

5.4.01 

5.4.01.4-01.0-00.0-00.01 

5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1 

5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01 

5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02 

5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05 

5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2 

Belanja Modal Aset Lainnya 

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

KEARSIPAN 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Dinas Perikanan 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

PERINDUSTRIAN 

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 

SEKRETARIAT DAERAH 

Sekretariat Daerah 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah 

BELANJA MODAL 

95.252.500,00 

14.999.205.000,00 

14.999.205.000,00 

13.631.631.400,00 

4.290.811.000,00 

8.075.820.400,00 

1.265.000.000,00 

1.367.573.600,00 

184.645.000,00 

269.239.500,00 

913.689.100,00 

4.291.168.000,00 

4.291.168.000,00 

4.091.511.450,00 

2.681.127.000,00 

1.410.384.450,00 

199.656.550,00 

148.936.550,00 

50.720.000,00 

14.526.618.907,00 

3.403.365.000,00 

3.403.365.000,00 

3.403.365.000,00 

1.840.341.000,00 

1.563.024.000,00 

11.123.253.907,00 

11.123.253.907,00 

11.068.282.907,00 

4.351.468.000,00 

6.716.814.907,00 

54.971.000,00 

54.971.000,00 

138.688.406.000,00 

71.616.343.000,00 

71.616.343.000,00 

70.531.392.840,00 

10.391.901.396,00 

19.512.491.444,00 

40.627.000.000,00 

1.084.950.160,00 

92.000.000,00 

14.335.377.670,00 

14.335.377.670,00 

13.004.970.210,00 

3.972.426.890,00 

7.767.543.320,00 

1.265.000.000,00 

1.330.407.460,00 

173.401.000,00 

261.014.450,00 

895.992.010,00 

4.044.857.168,00 

4.044.857.168,00 

3.851.675.858,00 

2.570.032.311,00 

1.281.643.547,00 

193.181.310,00 

143.381.310,00 

49.800.000,00 

12.936.222.185,00 

3.276.723.059,00 

3.276.723.059,00 

3.276.723.059,00 

1.789.744.532,00 

1.486.978.527,00 

9.659.499.126,00 

9.659.499.126,00 

9.605.639.126,00 

4.191.570.836,00 

5.414.068.290,00 

53.860.000,00 

53.860.000,00 

133.760.582.655,00 

68.817.330.595,00 

68.817.330.595,00 

67.767.540.595,00 

10.099.018.185,00 

18.256.622.410,00 

39.411.900.000,00 

1.049.790.000,00 

(3.252.500,00) 

(663.827.330,00) 

(663.827.330,00) 

(626.661.190,00) 

(318.384.110,00) 

(308.277.080,00) 

0,00 

(37.166.140,00) 

(11.244.000,00) 

(8.225.050,00) 

(17.697.090,00) 

(246.310.832,00) 

(246.310.832,00) 

(239.835.592,00) 

(111.094.689,00) 

(128.740.903,00) 

(6.475.240,00) 

(5.555.240,00) 

(920.000,00) 

(1.590.396.722,00) 

(126.641.941,00) 

(126.641.941,00) 

(126.641.941,00) 

(50.596.468,00) 

(76.045.473,00) 

(1.463.754.781,00) 

(1.463.754.781,00) 

(1.462.643.781,00) 

(159.897.164,00) 

(1.302.746.617,00) 

(1.111.000,00) 

(1.111.000,00) 

(4.927.823.345,00) 

(2.799.012.405,00) 

(2.799.012.405,00) 

(2.763.852.245,00) 

(292.883.211,00) 

(1.255.869.034,00) 

(1.215.100.000,00) 

(35.160.160,00) 

96,59 

95,57 

95,57 

95,40 

92,58 

96,18 

100,00 

97,28 

93,91 

96,95 

98,06 

94,26 

94,26 

94,14 

95,86 

90,87 

96,76 

96,27 

98,19 

89,05 

96,28 

96,28 

96,28 

97,25 

95,13 

86,84 

86,84 

86,79 

96,33 

80,60 

97,98 

97,98 

96,45 

96,09 

96,09 

96,08 

97,18 

93,56 

97,01 

96,76 



20 

 

KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 

5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02 

5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.05 

5.4.02 

5.4.02.4-02.0-00.0-00.01 

5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1 

5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01 

5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02 

5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2 

5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02 

5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.03 

5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.05 

5.5 

5.5.01 

5.5.01.5-01.5-05.0-00.02 

5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1 

5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1.01 

5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.1.02 

5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.2 

5.5.01.5-01.5-05.0-00.02.2.02 

5.5.02 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.02 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.3 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.3.01 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.4 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.4.01 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.4.02 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.03 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.03.1 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.03.1.01 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.03.1.02 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.03.2 

5.5.02.5-02.0-00.0-00.03.2.02 

5.5.03 

5.5.03.5-03.5-04.0-00.01 

5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

SEKRETARIAT DPRD 

Sekretariat DPRD 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

PERENCANAAN 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

KEUANGAN 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

BELANJA TIDAK TERDUGA 

Belanja Tidak Terduga 

BELANJA TRANSFER 

Belanja Bagi Hasil 

Belanja Bantuan Keuangan 

Badan Pendapatan Daerah 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

KEPEGAWAIAN 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

BELANJA OPERASI 

1.079.950.160,00 

5.000.000,00 

67.072.063.000,00 

67.072.063.000,00 

66.405.247.400,00 

35.631.158.000,00 

30.774.089.400,00 

666.815.600,00 

458.680.600,00 

193.135.000,00 

15.000.000,00 

676.542.153.000,00 

7.763.450.000,00 

7.763.450.000,00 

7.563.118.000,00 

2.874.856.000,00 

4.688.262.000,00 

200.332.000,00 

200.332.000,00 

658.177.436.500,00 

634.801.443.000,00 

127.252.173.835,00 

120.541.398.950,00 

6.710.774.885,00 

663.662.165,00 

663.662.165,00 

4.918.722.000,00 

4.918.722.000,00 

501.966.885.000,00 

18.850.000.000,00 

483.116.885.000,00 

23.375.993.500,00 

23.087.425.710,00 

12.832.852.500,00 

10.254.573.210,00 

288.567.790,00 

288.567.790,00 

10.601.266.500,00 

10.601.266.500,00 

10.587.171.500,00 

1.044.790.000,00 

5.000.000,00 

64.943.252.060,00 

64.943.252.060,00 

64.285.359.060,00 

35.163.010.787,00 

29.122.348.273,00 

657.893.000,00 

451.550.000,00 

191.418.000,00 

14.925.000,00 

650.685.196.372,00 

7.261.859.083,00 

7.261.859.083,00 

7.072.618.183,00 

2.755.155.653,00 

4.317.462.530,00 

189.240.900,00 

189.240.900,00 

633.274.034.720,00 

612.224.683.749,00 

111.000.550.235,00 

105.207.323.525,00 

5.793.226.710,00 

631.887.022,00 

631.887.022,00 

433.019.605,00 

433.019.605,00 

500.159.226.887,00 

18.187.210.287,00 

481.972.016.600,00 

21.049.350.971,00 

20.765.340.971,00 

11.438.782.308,00 

9.326.558.663,00 

284.010.000,00 

284.010.000,00 

10.149.302.569,00 

10.149.302.569,00 

10.135.802.569,00 

(35.160.160,00) 

0,00 

(2.128.810.940,00) 

(2.128.810.940,00) 

(2.119.888.340,00) 

(468.147.213,00) 

(1.651.741.127,00) 

(8.922.600,00) 

(7.130.600,00) 

(1.717.000,00) 

(75.000,00) 

(25.856.956.628,00) 

(501.590.917,00) 

(501.590.917,00) 

(490.499.817,00) 

(119.700.347,00) 

(370.799.470,00) 

(11.091.100,00) 

(11.091.100,00) 

(24.903.401.780,00) 

(22.576.759.251,00) 

(16.251.623.600,00) 

(15.334.075.425,00) 

(917.548.175,00) 

(31.775.143,00) 

(31.775.143,00) 

(4.485.702.395,00) 

(4.485.702.395,00) 

(1.807.658.113,00) 

(662.789.713,00) 

(1.144.868.400,00) 

(2.326.642.529,00) 

(2.322.084.739,00) 

(1.394.070.192,00) 

(928.014.547,00) 

(4.557.790,00) 

(4.557.790,00) 

(451.963.931,00) 

(451.963.931,00) 

(451.368.931,00) 

96,74 

100,00 

96,83 

96,83 

96,81 

98,69 

94,63 

98,66 

98,45 

99,11 

99,50 

96,18 

93,54 

93,54 

93,51 

95,84 

92,09 

94,46 

94,46 

96,22 

96,44 

87,23 

87,28 

86,33 

95,21 

95,21 

8,80 

8,80 

99,64 

96,48 

99,76 

90,05 

89,94 

89,14 

90,95 

98,42 

98,42 

95,74 

95,74 

95,74 
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KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 

5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01 

5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02 

5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2 

5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02 

5.6 

5.6.01 

5.6.01.6-01.0-00.0-00.01 

5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1 

5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01 

5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02 

5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2 

5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02 

5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.03 

5.7 

5.7.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.03 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.03 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.04 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 

INSPEKTORAT 

Inspektorat 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

UNSUR KEWILAYAHAN 

KECAMATAN 

Kecamatan Adiwerna 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Kecamatan Balapulang 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Kecamatan Bojong 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Kecamatan Bumijawa 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

3.739.517.000,00 

6.847.654.500,00 

14.095.000,00 

14.095.000,00 

17.681.007.000,00 

17.681.007.000,00 

17.681.007.000,00 

11.136.658.500,00 

4.197.454.000,00 

6.939.204.500,00 

6.544.348.500,00 

572.031.000,00 

5.972.317.500,00 

45.011.160.100,00 

45.011.160.100,00 

1.940.751.000,00 

1.910.651.000,00 

1.311.291.000,00 

599.360.000,00 

30.100.000,00 

30.100.000,00 

1.922.893.000,00 

1.892.653.000,00 

1.126.948.000,00 

765.705.000,00 

30.240.000,00 

30.240.000,00 

1.845.507.000,00 

1.624.587.000,00 

1.079.837.000,00 

544.750.000,00 

220.920.000,00 

28.000.000,00 

192.920.000,00 

1.905.128.000,00 

1.873.528.000,00 

1.116.668.000,00 

756.860.000,00 

31.600.000,00 

31.600.000,00 

3.637.649.436,00 

6.498.153.133,00 

13.500.000,00 

13.500.000,00 

12.643.230.072,00 

12.643.230.072,00 

12.643.230.072,00 

8.611.095.133,00 

4.079.446.419,00 

4.531.648.714,00 

4.032.134.939,00 

553.750.000,00 

3.478.384.939,00 

41.884.647.393,00 

41.884.647.393,00 

1.711.381.851,00 

1.685.631.851,00 

1.202.144.764,00 

483.487.087,00 

25.750.000,00 

25.750.000,00 

1.827.546.010,00 

1.801.356.010,00 

1.069.418.514,00 

731.937.496,00 

26.190.000,00 

26.190.000,00 

1.775.430.481,00 

1.555.944.592,00 

1.046.962.810,00 

508.981.782,00 

219.485.889,00 

27.690.000,00 

191.795.889,00 

1.808.681.829,00 

1.777.681.829,00 

1.068.767.325,00 

708.914.504,00 

31.000.000,00 

31.000.000,00 

(101.867.564,00) 

(349.501.367,00) 

(595.000,00) 

(595.000,00) 

(5.037.776.928,00) 

(5.037.776.928,00) 

(5.037.776.928,00) 

(2.525.563.367,00) 

(118.007.581,00) 

(2.407.555.786,00) 

(2.512.213.561,00) 

(18.281.000,00) 

(2.493.932.561,00) 

(3.126.512.707,00) 

(3.126.512.707,00) 

(229.369.149,00) 

(225.019.149,00) 

(109.146.236,00) 

(115.872.913,00) 

(4.350.000,00) 

(4.350.000,00) 

(95.346.990,00) 

(91.296.990,00) 

(57.529.486,00) 

(33.767.504,00) 

(4.050.000,00) 

(4.050.000,00) 

(70.076.519,00) 

(68.642.408,00) 

(32.874.190,00) 

(35.768.218,00) 

(1.434.111,00) 

(310.000,00) 

(1.124.111,00) 

(96.446.171,00) 

(95.846.171,00) 

(47.900.675,00) 

(47.945.496,00) 

(600.000,00) 

(600.000,00) 

97,28 

94,90 

95,78 

95,78 

71,51 

71,51 

71,51 

77,32 

97,19 

65,31 

61,61 

96,80 

58,24 

93,05 

93,05 

88,18 

88,22 

91,68 

80,67 

85,55 

85,55 

95,04 

95,18 

94,90 

95,59 

86,61 

86,61 

96,20 

95,77 

96,96 

93,43 

99,35 

98,89 

99,42 

94,94 

94,88 

95,71 

93,67 

98,10 

98,10 
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KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.05 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.03 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.06 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.07 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.08 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.09 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.04 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.10 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.11 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02 

Kecamatan Dukuhturi 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Kecamatan Dukuhwaru 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Kecamatan Jatinegara 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Kecamatan Kedungbanteng 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Kecamatan Kramat 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Kecamatan Lebaksiu 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Kecamatan Margasari 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

2.286.748.000,00 

2.044.699.000,00 

1.287.094.000,00 

757.605.000,00 

242.049.000,00 

56.664.000,00 

185.385.000,00 

1.768.476.000,00 

1.768.476.000,00 

1.253.804.050,00 

514.671.950,00 

1.469.171.000,00 

1.429.271.000,00 

922.297.000,00 

506.974.000,00 

39.900.000,00 

39.900.000,00 

1.802.380.000,00 

1.793.380.000,00 

1.296.980.000,00 

496.400.000,00 

9.000.000,00 

9.000.000,00 

3.817.052.600,00 

2.656.642.200,00 

1.877.894.000,00 

778.748.200,00 

1.160.410.400,00 

37.500.000,00 

1.122.910.400,00 

1.867.991.000,00 

1.770.591.000,00 

1.251.395.000,00 

519.196.000,00 

97.400.000,00 

97.400.000,00 

2.561.857.000,00 

1.983.670.100,00 

1.439.737.000,00 

543.933.100,00 

2.192.097.148,00 

1.956.239.148,00 

1.265.752.322,00 

690.486.826,00 

235.858.000,00 

55.850.000,00 

180.008.000,00 

1.633.949.816,00 

1.633.949.816,00 

1.227.377.878,00 

406.571.938,00 

1.289.516.203,00 

1.256.256.203,00 

878.082.609,00 

378.173.594,00 

33.260.000,00 

33.260.000,00 

1.696.810.064,00 

1.688.262.314,00 

1.214.276.441,00 

473.985.873,00 

8.547.750,00 

8.547.750,00 

3.673.567.067,00 

2.541.437.015,00 

1.825.505.337,00 

715.931.678,00 

1.132.130.052,00 

35.500.000,00 

1.096.630.052,00 

1.697.425.409,00 

1.612.214.709,00 

1.161.632.689,00 

450.582.020,00 

85.210.700,00 

85.210.700,00 

2.475.032.446,00 

1.907.350.446,00 

1.411.820.221,00 

495.530.225,00 

(94.650.852,00) 

(88.459.852,00) 

(21.341.678,00) 

(67.118.174,00) 

(6.191.000,00) 

(814.000,00) 

(5.377.000,00) 

(134.526.184,00) 

(134.526.184,00) 

(26.426.172,00) 

(108.100.012,00) 

(179.654.797,00) 

(173.014.797,00) 

(44.214.391,00) 

(128.800.406,00) 

(6.640.000,00) 

(6.640.000,00) 

(105.569.936,00) 

(105.117.686,00) 

(82.703.559,00) 

(22.414.127,00) 

(452.250,00) 

(452.250,00) 

(143.485.533,00) 

(115.205.185,00) 

(52.388.663,00) 

(62.816.522,00) 

(28.280.348,00) 

(2.000.000,00) 

(26.280.348,00) 

(170.565.591,00) 

(158.376.291,00) 

(89.762.311,00) 

(68.613.980,00) 

(12.189.300,00) 

(12.189.300,00) 

(86.824.554,00) 

(76.319.654,00) 

(27.916.779,00) 

(48.402.875,00) 

95,86 

95,67 

98,34 

91,14 

97,44 

98,56 

97,10 

92,39 

92,39 

97,89 

79,00 

87,77 

87,89 

95,21 

74,59 

83,36 

83,36 

94,14 

94,14 

93,62 

95,48 

94,98 

94,98 

96,24 

95,66 

97,21 

91,93 

97,56 

94,67 

97,66 

90,87 

91,06 

92,83 

86,78 

87,49 

87,49 

96,61 

96,15 

98,06 

91,10 
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KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.03 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.12 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2.03 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.13 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.13.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.14 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.2.03 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.14.2.04 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.15 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.15.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.16 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.16.2.03 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.17 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1.01 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Kecamatan Pagerbarang 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Kecamatan Pangkah 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Kecamatan Slawi 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Kecamatan Suradadi 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Kecamatan Talang 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Kecamatan Tarub 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

578.186.900,00 

19.631.900,00 

558.555.000,00 

1.887.545.000,00 

1.646.566.600,00 

1.169.765.000,00 

476.801.600,00 

240.978.400,00 

52.403.400,00 

188.575.000,00 

1.679.225.000,00 

1.634.593.100,00 

1.040.325.000,00 

594.268.100,00 

44.631.900,00 

44.631.900,00 

10.307.410.000,00 

8.741.859.600,00 

3.157.130.000,00 

5.584.729.600,00 

1.565.550.400,00 

146.350.400,00 

799.200.000,00 

620.000.000,00 

1.987.162.000,00 

1.967.662.000,00 

1.276.022.000,00 

691.640.000,00 

19.500.000,00 

19.500.000,00 

1.812.027.000,00 

1.694.146.100,00 

1.081.038.872,00 

613.107.228,00 

117.880.900,00 

36.655.900,00 

81.225.000,00 

2.043.711.500,00 

1.973.391.700,00 

1.446.991.650,00 

567.682.000,00 

15.330.000,00 

552.352.000,00 

1.778.968.422,00 

1.544.389.422,00 

1.093.057.391,00 

451.332.031,00 

234.579.000,00 

48.190.000,00 

186.389.000,00 

1.637.367.013,00 

1.595.027.013,00 

1.008.891.369,00 

586.135.644,00 

42.340.000,00 

42.340.000,00 

9.503.966.826,00 

7.986.558.879,00 

2.971.378.399,00 

5.015.180.480,00 

1.517.407.947,00 

136.370.000,00 

774.321.877,00 

606.716.070,00 

1.791.548.557,00 

1.772.648.557,00 

1.187.874.875,00 

584.773.682,00 

18.900.000,00 

18.900.000,00 

1.578.066.754,00 

1.463.964.228,00 

1.033.338.112,00 

430.626.116,00 

114.102.526,00 

35.115.000,00 

78.987.526,00 

1.827.134.971,00 

1.764.394.971,00 

1.334.916.104,00 

(10.504.900,00) 

(4.301.900,00) 

(6.203.000,00) 

(108.576.578,00) 

(102.177.178,00) 

(76.707.609,00) 

(25.469.569,00) 

(6.399.400,00) 

(4.213.400,00) 

(2.186.000,00) 

(41.857.987,00) 

(39.566.087,00) 

(31.433.631,00) 

(8.132.456,00) 

(2.291.900,00) 

(2.291.900,00) 

(803.443.174,00) 

(755.300.721,00) 

(185.751.601,00) 

(569.549.120,00) 

(48.142.453,00) 

(9.980.400,00) 

(24.878.123,00) 

(13.283.930,00) 

(195.613.443,00) 

(195.013.443,00) 

(88.147.125,00) 

(106.866.318,00) 

(600.000,00) 

(600.000,00) 

(233.960.246,00) 

(230.181.872,00) 

(47.700.760,00) 

(182.481.112,00) 

(3.778.374,00) 

(1.540.900,00) 

(2.237.474,00) 

(216.576.529,00) 

(208.996.729,00) 

(112.075.546,00) 

98,18 

78,09 

98,89 

94,25 

93,79 

93,44 

94,66 

97,34 

91,96 

98,84 

97,51 

97,58 

96,98 

98,63 

94,86 

94,86 

92,21 

91,36 

94,12 

89,80 

96,92 

93,18 

96,89 

97,86 

90,16 

90,09 

93,09 

84,55 

96,92 

96,92 

87,09 

86,41 

95,59 

70,24 

96,79 

95,80 

97,25 

89,40 

89,41 

92,25 
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KODE URAIAN 
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

ANGGARAN REALISASI (Rp) (%) 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.17.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.18 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1.01 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.1.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.2 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.2.02 

5.7.01.7-01.0-00.0-00.18.2.03 

5.8 

5.8.01 

5.8.01.8-01.0-00.0-00.01 

5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1 

5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01 

5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02 

5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05 

5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2 

5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02 

5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.03 

6 

6.5 

6.5.02 

6.5.02.5-02.0-00.0-00.02 

6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1 

6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01 

6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02 

6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.05 

6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2 

6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.01 

6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02 

6.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.04 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Kecamatan Warurejo 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

BELANJA OPERASI 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Hibah 

BELANJA MODAL 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

PEMBIAYAAN DAERAH 

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

KEUANGAN 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

Pencairan Dana Cadangan 

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

Pembentukan Dana Cadangan 

Penyertaan Modal Daerah 

Pemberian Pinjaman Daerah 

526.400.050,00 

70.319.800,00 

70.319.800,00 

2.106.125.000,00 

1.905.093.750,00 

1.369.535.000,00 

535.558.750,00 

201.031.250,00 

14.000.000,00 

187.031.250,00 

36.007.016.000,00 

36.007.016.000,00 

36.007.016.000,00 

35.495.092.000,00 

1.501.668.480,00 

4.997.938.520,00 

28.995.485.000,00 

511.924.000,00 

11.749.000,00 

500.175.000,00 

268.827.270.000,00 

268.827.270.000,00 

268.827.270.000,00 

268.827.270.000,00 

307.404.116.000,00 

281.204.116.000,00 

26.200.000.000,00 

0,00 

38.576.846.000,00 

30.000.000.000,00 

7.576.846.000,00 

1.000.000.000,00 

429.478.867,00 

62.740.000,00 

62.740.000,00 

1.986.156.526,00 

1.792.139.926,00 

1.329.263.338,00 

462.876.588,00 

194.016.600,00 

10.440.000,00 

183.576.600,00 

35.247.764.945,00 

35.247.764.945,00 

35.247.764.945,00 

34.798.042.945,00 

1.422.309.699,00 

4.380.248.246,00 

28.995.485.000,00 

449.722.000,00 

9.590.000,00 

440.132.000,00 

269.458.460.889,52 

269.458.460.889,52 

269.458.460.889,52 

269.458.460.889,52 

307.458.460.889,52 

281.204.116.830,52 

26.200.000.000,00 

54.344.059,00 

38.000.000.000,00 

30.000.000.000,00 

7.000.000.000,00 

1.000.000.000,00 

(96.921.183,00) 

(7.579.800,00) 

(7.579.800,00) 

(119.968.474,00) 

(112.953.824,00) 

(40.271.662,00) 

(72.682.162,00) 

(7.014.650,00) 

(3.560.000,00) 

(3.454.650,00) 

(759.251.055,00) 

(759.251.055,00) 

(759.251.055,00) 

(697.049.055,00) 

(79.358.781,00) 

(617.690.274,00) 

0,00 

(62.202.000,00) 

(2.159.000,00) 

(60.043.000,00) 

631.190.889,52 

631.190.889,52 

631.190.889,52 

631.190.889,52 

54.344.889,52 

830,52 

0,00 

54.344.059,00 

(576.846.000,00) 

0,00 

(576.846.000,00) 

0,00 

81,59 

89,22 

89,22 

94,30 

94,07 

97,06 

86,43 

96,51 

74,57 

98,15 

97,89 

97,89 

97,89 

98,04 

94,72 

87,64 

100,00 

87,85 

81,62 

88,00 

100,23 

100,23 

100,23 

100,23 

100,02 

100,00 

100,00 

0 

98,50 

100,00 

92,39 

100,00 

  Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, unaudited. 
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E. INOVASI DAERAH 
 

Pada tahun 2023 inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal 

adalah sebagai berikut : 

NO JUDUL INOVASI PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN 

1 + System Krenova Online Admin Pemda Penelitian dan Pengembangan 

2 + BATIR Tegal Admin Pemda komunikasi dan informatika 

3 + APLIKASI e LITERASI Admin Pemda pendidikan 

4 +Tegal VIRTUAL TOURISM Admin Pemda pariwisata 

5 
+INSENTIF PENELITIAN TERAPAN TEMATIK 
DOSEN 

Admin Pemda Penelitian dan Pengembangan 

6 QR CODE BMD Admin Pemda 
pemberdayaan masyarakat 
dan Desa 

7 + LAPOR BUPATI [versi Android] Admin Pemda komunikasi dan informatika 

8 PONYA SUSU (POJOK TANYA SENYUM SELALU) Admin Pemda 
pemberdayaan masyarakat 
dan Desa 

9 PORTAL JAWA (POJOK LITERASI BUMIJAWA) Admin Pemda perpustakaan 

10 +PODCAST “LOKEN” HUMAS PEMKAB Tegal Admin Pemda 

Fungsi Penunjang lainnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan 

11 POJOK BACA  Kecamatan Adiwerna Admin Pemda pendidikan 

12 Tegalan Batik Festival Kabupaten Tegal (TELIK) Admin Pemda 
koperasi, usaha kecil, dan 
menengah 

13 
Asessmen Berbasis Gamifikasi (ABG) pada SMP 
Negeri 2 Pangkah 

Admin Pemda pendidikan 

14 
Pengembangan Padi Organik Kabupaten Tegal 
Dengan Teknologi Mikroba-intensif 

Admin Pemda pertanian 

15 Presensi Android 
Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

Kepegawaian 

16 TITIR_CETAR (Cepat Tanggap dan Responsif) 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

ketenteraman, ketertiban 
umum, dan pelindungan 
masyarakat 

17 
Tanda Tangan Elektronik Pada Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Tegal 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah 

Keuangan 

18 
Penggunaan Aplikasi SHS Pada Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah 

Keuangan 

19 
SABUN KERTAS  DARI EKSTRAK DAUN 
MANGGA  RT.01/RW.04 Desa Banjaranyar 
Kecamatan Balapulang 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pemberdayaan masyarakat 
dan Desa 

20 
SAYUR NUGGET KEPITING Desa Bojongsana 
Suradadi 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

koperasi, usaha kecil, dan 
menengah 

21 
Hand Sanitizer Alami Dalam Rangka Penerapan 
PHBS Sebagai Upaya Mengatasi Penularan 
COVID-19 di Desa Lebaksiu Kidul 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

kesehatan 

22 

Hand Sanitizer SIRIBU (Sirih dan Lidah Buaya) 
Dalam Rangka Penerapan PHBS Sebagai Upaya 
Mengatasi Penularan COVID-19 di Desa 
Balapulang Kulon 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

kesehatan 

23 
Pembuatan Jamu Godog Empon-Empon di 
Kelurahan Pakembaran 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

kesehatan 

24 

STRAP MASKER SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN 
MASKER DAN MENJADI PELUANG USAHA DI 
DESA TALOK - PANGKAH 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

kesehatan 

25 
Hand Sanitizer “Endok” Eceng Gondok Desa 
Mejasem Barat. 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

kesehatan 
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NO JUDUL INOVASI PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN 

26 
Lulur Body Scrub dari Beras Ketan dan Asam Jawa 
di Desa Setu Tarub 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pemberdayaan masyarakat 
dan Desa 

27 
SABUN CUCI TANGAN ANTISEPTIK EKSTRAK 
DAUN SIRIH [SANTIRI] DESA CURUG PANGKAH 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

kesehatan 

28 
Handsanitizer dari Daun Sirih dan Jeruk Nipis di 
Desa Margasari - Kab. Tegal 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

kesehatan 

29 
Pembuatan hasta karya botol plastik [HASKA 
BOPLAS] bersama PKK Desa Yamansari - 
Lebaksiu  

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

30 
PEMANFAATAN KULIT PISANG MENJADI 
KERIPIK UNTUK USAHA RUMAHAN DI KALA 
PANDEMI Desa Kajen - Talang 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pemberdayaan perempuan dan 
pelindungan anak 

31 
Pembuatan Hand Sanitizer Rumahan [Buhand 
Sanrum] berbahan utama daun sirih di desa slawi 
wetan 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

kesehatan 

32 
LIDIBIT (Literacy for Reading Habbit) Masyarakat 
Desa Kedungsugih Spesifik SDN Kedungsugih 01 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pendidikan 

33 
Revitalisasi Kebun Wisata Berkebun Strawberry 
(BERSERI): Kebun Wisata Petik Strawberry Desa 
Batumirah 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

koperasi, usaha kecil, dan 
menengah 

34 
POCJONG: POC sebagai Produk Desa Hasil 
Pemanfaatan Sampah Organik Desa Bojong 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

35 
VISUALISASI DATA MELALUI PEMETAAN BALITA 
STUNTING DI DESA BUMIJAWA, KECAMATAN 
BUMIJAWA, KABUPATEN TEGAL 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

kesehatan 

36 
PESTISIDA NABATI DARI POTENSI TANAMAN DI 
DESA CAWITALI 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pertanian 

37 
MAKSIMALISASI PENGGUNAAN AGEN HAYATI 
Trichoderma sp. UNTUK MENCEGAH SERANGAN 
JAMUR LIMAR di Desa Danasari 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pertanian 

38 
Kandang komunal sebagai usaha pengembangan 
peternakan sapi potong masyarakat Desa Dukuh 
Tengah 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pertanian 

39 
RODENTISIDA ORGANIK : UPAYA MENGATASI 
WABAH HAMA TIKUS MENGGUNAKAN BAHAN 
ORGANIK di Desa Jejeg 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pertanian 

40 
GiNoSa 3 : Giat Ngolah Sampah Desa Kalisalak 
Kecamatan Margasari 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

41 
LURESBIOP - LUBANG RESAPAN BIOPORI 
SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENUMPUKAN  
SAMPAH ORGANIK DI DESA  MARGASARI 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

42 

AKTINGPERANG - PEMBUATAN AKUAPONIK 
UNTUK STUNTING DISERTAI PEMBUATAN 
PRODUK PMT DARI JAGUNG DI DESA 
MUNCANGLARANG 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pangan 

43 
Olahan Produk Hasil Pertanian “SiSawi” dari nilai 
tambah produk sayuran sawi Desa Sigedong  

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pangan 

44 
POC -SARSIH (Pupuk Organik Cair) berbahan 
dasar limbah organik pasar sebagai upaya 
penanggulangan sampah di pasar Desa Suniarsih 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 
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45 
Permen dan Sabun dari Wortel ( W-PERBUN) di 
Desa Tuwel 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pangan 

46 
PRABUGOTKAS ( Praktik Budidaya Maggot dan 
Kasgot) di Desa Karanganyar - Pagerbarang 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

47 
Zero Waste Lifestyle: Eco Enzyme dan Kompos 
Limbah Organik Rumah Tangga (ZEWASLIFECO ) 
Desa Rajegwesi 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

48 KOMPOS JAYA SRENGSENG 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

49 
DEMPLOT HOME DECOMPOSTER Desa 
Randusari 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

50 ECOBRICK Desa Sindang 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

51 
Pemanfaatan Limbah Organik (LIMBOR) Takakura 
di Desa Selapura 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

52 

ABRAMI (ARANG BRIKET JERAMI): SEBAGAI 
SOLUSI DALAM MENANGANI LIMBAH JERAMI 
GUNA MENINGKATKAN EKONOMI PETANI DESA 
PEDAGANGAN 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

energi dan sumber daya 
mineral 

53 WISATA RELIGI KALISOKA 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pariwisata 

54 
PENGELOLAAN LIMBAH SAMPAH PLASTIK 
MENJADI ECOBRICK DESA KABUNAN 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

55 
ECOBERTUM - Eco Enzyme serta Pemberian 
Ember Tumpuk di Desa Gumayun 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

56 MAGBLUK Usaha Budidaya Maggot di Desa Blubuk 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

57 
POCHAKER - Pembuatan Pupuk Organik Cair 
(POC) Desa Kertaharja 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

58 
TOMKUR (Ekonomi Kreatif dan Produk Inovatif 
Tomkur - Tomat Kurma) Desa Karanganyar - Kec. 
Kedungbanteng 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pangan 

59 
BATSAPLAS - Pemanfaatan Sampah Plastik untuk 
Dijadikan Produk Baru (Batako dan Briket) DI Desa 
Penujah 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

60 
Corn Fire Premium Organic Briquettes Desa 
Balaradin - Lebaksiu 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

61 
PUNISARI (PUPUK ORGANIK WANASARI) DAN 
ECOSARI (ECOPRINT WANASARI) Desa 
Wanasari Kec Margasari 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

62 

LIMNOR – PIROLISIS (Pengolahan Limbah 
Anorganik Menjadi Bahan Bakar Dengan Metode 
Alat Pirolisis) Program Bank Sampah Di Desa 
Kesamiran Kecamatan Tarub 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

63 
SEL-MA KEDUNGKELOR Inovasi Selai Mangga 
dengan Digital Marketing Desa Kedungkelor-
Warureja 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pangan 
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64 ECO-BRICK LENGKONG 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

65 

BASRENG DARI KEPALA DAN TULANG IKAN 
LELE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 
PERTUMBUHAN EKONOMI DI DESA BABAKAN - 
KRAMAT 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pangan 

66 
MAN-SAMORG BANGUNGALIH (Pemanfaatan 
Sampah Organik menjadi Kompos) Desa 
Bangungalih 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

67 
BIOP-SAMORG (Pengaplikasian Biopori Untuk 
Mengatasi Permasalahan Sampah Organik) 
Dampyak – Kramat 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

lingkungan hidup 

68 
KERSITICGA  (Keripik Pangsit dan Ice Cream 
Mangga) Desa Dinuk 

Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan 
Pengembangan 

pangan 

69 WADUK DESA 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil 

70 
LOAKK+ (LAIR OLIH AKTA KELAHIRAN KARO 
KARTU KELUARGA PLUS KIA) 

Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil 

71 RUMAH PELITA (Rumah Pemulihan Gizi Balita) Dinas Kesehatan kesehatan 

72 
GEPENG TAFEMIA (Gerakan Pengawasan Minum  
Tablet Fe Cegah Anemia) 

Dinas Kesehatan kesehatan 

73 KAFETA (Kafe Bayi dan Balita) Dinas Kesehatan kesehatan 

74 
GEMAS  SALAM (Gerakan Memasak Supaya Anak 
Lahap Makan) 

Dinas Kesehatan kesehatan 

75 
GENIT BAE ( GErakan moNIToring Bayi Asi 
Eksklusif ) 

Dinas Kesehatan kesehatan 

76 PAWON SIMBOK Dinas Kesehatan kesehatan 

77 
BALAKURAWA (BERI ASUHAN LANGSUNG 
KUNJUNGAN KELUARGA RAWAN) 

Dinas Kesehatan kesehatan 

78 
Segalengko (Sistem Elektronik Cerdas Kabupaten 
Tegal dan Komplit) Lengkap 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

komunikasi dan informatika 

79 E-Office 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

komunikasi dan informatika 

80 E-Retribusi V2 
Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah dan 
Perdagangan 

perdagangan 

81 DOLAN (dodolan Online) V2 
Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah dan 
Perdagangan 

koperasi, usaha kecil, dan 
menengah 

82 Tera OCE 
Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah dan 
Perdagangan 

perdagangan 

83 
SIMPASAR (Sistem Informasi Manajemen 
Pedagang, Stok dan Harga Pasar Rakyat Kab. 
Tegal) 

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah dan 
Perdagangan 

perdagangan 

84 
Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup 
(SIDUL) 

Dinas Lingkungan Hidup lingkungan hidup 

85 
PantauanKu (Pemantauan Kualitas Lingkungan 
Hidup) 

Dinas Lingkungan Hidup lingkungan hidup 

86 Desa Merdeka Sampah (DMS) Dinas Lingkungan Hidup lingkungan hidup 

87 Kabupaten Tegal Tersenyum Dinas Lingkungan Hidup lingkungan hidup 

88 E-Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup lingkungan hidup 

89 
TESTA (Taman Edukasi Sampah Terpadu dan 
Agrowisata) 

Dinas Lingkungan Hidup lingkungan hidup 

90 
SIMONTIR GOCAR (Sistem Monitoring Tindak 
Lanjut Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup 
melalui Google Classroom) 

Dinas Lingkungan Hidup lingkungan hidup 

91 
BLANTIK (Belanja Tanpa Kantong Plastik Sekali 
Pakai) 

Dinas Lingkungan Hidup lingkungan hidup 

92 
Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten 
Tegal (SIRUNTAH BANTAL) 

Dinas Lingkungan Hidup lingkungan hidup 

93 
MATARAM (inforMAsi digiTAl pemelihaRaan jalan 
kecAmatan kraMat) 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

pekerjaan umum dan penataan 
ruang 
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94 
SI JAMBLANG (SISTEM INFORMASI JALAN 
MANTAP BEBAS LUBANG) 

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

pekerjaan umum dan penataan 
ruang 

95 
Pembayaran Retribusi PBG Secara Elektronik 
(ePBG) 

Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

penanaman modal 

96 
SISTEM INFORMASI PENGUJIAN KENDARAAN 
BERMOTOR NEW GENERATION 

Dinas Perhubungan perhubungan 

97 
ALAT PERLENGKAPAN PARKIR PERMBAYARAN 
ONLINE 

Dinas Perhubungan perhubungan 

98 Budidaya LELAKI (Lele Lahan Kering) Dinas Perikanan kelautan dan perikanan 

99 Cerobong Asap Pengolahan Ikan (BONG APIK) Dinas Perikanan kelautan dan perikanan 

100 
MUSIM LAYUR  (Maju dan Bersinergi Bersama 
Layanan Usaha Perikanan) 

Dinas Perikanan kelautan dan perikanan 

101 Klinik Industri 
Dinas Perindustrian, 
Transmigrasi dan Tenaga 
Kerja 

perindustrian 

102 
APLIKASI PERPUSTAKAAN DIGITAL I-
PUSDAKAB TEGAL 

Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

perpustakaan 

103 
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SURVEY 
MACA BUKU (SI MANSUR MABUK) 

Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

perpustakaan 

104 APLIKASI PERSEDIAAN ONLINE (PERSON) 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

kearsipan 

105 
SISTEM INFORMASI PENGUKURAN INDEKS 
PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (E-
IPLM) 

Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

perpustakaan 

106 
SISTEM INFORMASI PENYIMPANAN DOKUMEN 
ELEKTRONIK PERKANTORAN (PENDEKAR) 

Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

kearsipan 

107 SISTEM INFORMASI AGENDA ONLINE (AOL) 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

kearsipan 

108 APIP MITRA DESA Inspektorat 

Fungsi Penunjang lainnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan 

109 APIP MITRA OPD Inspektorat 

Fungsi Penunjang lainnya 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan 

110 Pojok Baca Adiwerna Kecamatan Adiwerna perpustakaan 

111 Pojok Baca Digital Kecamatan Kramat Kecamatan Kramat pendidikan 

112 MARGASARI AYO PISAH SAMPAH ( MAPS) Kecamatan Margasari lingkungan hidup 

113 Taman Permainan Anak (TAMPAN) Kecamatan Slawi 
administrasi kependudukan 
dan pencatatan sipil 

114 
SUMUR  RESAPAN   MEMINIMALISIR 
GENANGAN AIR  DI LINGKUNGAN WARGA  
DESA KAJEN KECAMATAN TALANG  

Kecamatan Talang lingkungan hidup 

115 KURDA (KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH) 
PT BPR Bank TGR 
(Perseroda) 

Keuangan 

116 
KREDIT BERKAH (BERTAMBAH KEBAIKAN 
HIDUP) MELAWAN RENTENIR SECARA ONLINE 

PT BPR Bank TGR 
(Perseroda) 

Keuangan 

117 
TSA TUMBUH (TABUNGAN UNTUK 
MENSEJAHTERAKAN BURUH) 

PT BPR Bank TGR 
(Perseroda) 

Keuangan 

118 PENDAMPINGAN NASABAH KURDA UMKM 
PT BPR Bank TGR 
(Perseroda) 

koperasi, usaha kecil, dan 
menengah 

119 
REMPEYEK (REKAM MEDIK PELAYANAN 
ELEKTRONIK) RSUD DOKTER SOESELO 
KABUPATEN TEGAL 

RSUD dr. Soeselo Slawi kesehatan 

120 ANTOR (ANTAR OBAT SAMPAI RUMAH) RSUD dr. Soeselo Slawi kesehatan 

121 
Si Pentol (Sistem Pendaftaran Online) RSUD dr. 
Soeselo Kabupaten Tegal 

RSUD dr. Soeselo Slawi kesehatan 

122 
BERLIMPAH (BERKAH MELALUI SAMPAH) RSUD 
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL 

RSUD dr. Soeselo Slawi lingkungan hidup 

123 
JALA PANDAWA ( Jemput dan Antar Langsung 
Pasien dengan Gangguan Jiwa ) 

RSUD Suradadi kesehatan 

124 
SIMPANO (Sistem Informasi Manajemen dan 
Antrean Online) 

RSUD Suradadi kesehatan 




	RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
	(RLPPD) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023
	Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
	Salam sejahtera untuk kita semua.
	Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat melalui media elektron...
	Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ingin kami sampaikan sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 meliputi capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pemerintah pelayanan dasar, hasil EPPD dan...
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 telah berjalan dengan lancar meskipun masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, tetapi kendala dan hambatan tersebut dapat teratasi. Hal ini tidak lepas berkat kerja sama antara Eksekuti...

